
  

 

 

 

 
BUPATI  SIDENRENG  RAPPANG 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG 

NOMOR 16  TAHUN 2021 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 
2.b TAHUN 2020  TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN 
DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 

TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SIDENRENG RAPPANG, 

 

Menimbang :    a. bahwa terkait perubahan regulasi tentang perizinan, 
Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 2.b Tahun 
2020 tentang  Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan 

Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng 

Rappang perlu di ubah dan disesuaikan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Sidenreng Rappang tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 2.b Tahun 
2020  Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan 

Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng 

Rappang; 

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822); 
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4724); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 215, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

SALINAN 



  

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4584); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Berisiko 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6617); 
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 

2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 221);  

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelayanan Terpadu di Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1956); 
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 

15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 

2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng 
Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng 

Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng 
Rappang Tahun 2019 Nomor 5); 

 

MEMUTUSKAN 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 

2.b TAHUN 2020 TENTANG PENDELEGASIAN 
KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIDENRENG 
RAPPANG. 

 
 

Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 2.b 

Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan 
Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Sidenreng Rappang, diubah sebagai berikut : 

 
Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 3 

 

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi: 

a. Perizinan Usaha Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) 
1. perizinan berusaha sektor pertanian dan Perkebunan; 
2. perizinan berusaha sektor lingkungan hidup; 
3. perizinan berusaha sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat; 
4. perizinan berusaha sektor perikanan; 



  

5. perizinan berusaha sektor kesehatan; 

6. perizinan berusaha sektor perindustrian; 

7. perizinan berusaha sektor perdagangan; 
8. perizinan berusaha sektor perhubungan; 
9. perizinan berusaha sektor pariwisata; 
10. perizinan berusaha sektor pendidikan dan kebudayaan; 
11. perizinan berusaha sektor ketenagakerjaan; 
12. perizinan berusaha sektor perkoperasian dan UMKM. 

 

b. Perizinan Non Usaha 
a) pekerjaan umum dan penataan ruang; 

b) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 

c) petentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat; 

d) sosial; 
e) tenaga kerja; 
f) pertanahan; 
g) lingkungan hidup; 
h) kebudayaan. 

 
 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Sidenreng Rappang. 

 
Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng 
pada Tanggal,10  Mei 2021              

 

BUPATI SIDENRENG RAPPANG, 
 

 ttd 

 

DOLLAH MANDO 
Diundangkan di Pangkajene Sidenreng 

pada Tanggal, 10  Mei 2021              
 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, 
 

ttd 

 

SUDIRMAN BUNGI  

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN     
NOMOR 16 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
       Sekretariat Daerah Kabupaten 

           Kepala Bagian Hukum  
 

 

 
             A  KAIMAL,SH 
 

 
 


